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ndonesia adalah bangsa yang bersifat pluralistik. Warga Negara Indonesia terdiri dari
berbagai golongan ekonomi. Sila ke-lima Pancasila sebagai dasar idiologis negara
menegaskan bahwa “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Hal int berarti,
seluruh kegiatan perekonomian di Indonesia harus dijalankan sesuai dengan prinsip
dasar perekonominan
dengan standar keadilan bagi rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Bangsa Indonesia sering
mengalami konflik terkait dengan kondisi pluralistik tersebut.

Golongan ekonomi kuat membuat golongan ekonomi lemah tertekan dengan politik
ekonomi kapitalis. Politik ekonomi kapitalis menjadi alat untuk melegitimasi penguasaan
golongan ekonomi kuat. Pola kegiatan perekonomian, politik ekonomi kerakyatan dan
harmonisasi antara golongan ekonomi lemah dengan golongan elgfhomi kuat yang dicita-
citakan oleh para pendiri bangsa tidak tercapai. Meskipun hal ini sudah diatur dalam pasal
33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ama@ilemen Ke-4.
Konstitusi tersebut dibentuk dengan landasan filosofis bahwa: pertama, perekonomian
Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan; kedua, penguasaan
negara terhadaffj cabang-cabang produksi yang vital dan menguasai hajat hidup orang
banyak:ketiga, penguasaan sumber daya alam oleh negara dipergunakan untuk kemkmuran
rakyat; keempat, bahwa dasar perekonomian di Indonesia adalah demokrasi ekonomi; dan
kelima, bahwa diperlukan suatu aturan pelaksanaan yang lainnya untuk konstitusi ini.

Untuk itu dibutuhkan suatu peraturan yang mengatur lebih lanjut mengenai
perekonomian di Indonesia. Hal ini dibutuhkan untuk mengatasi politik ekonomi kapitalis
yang disesuaikan dengan pasal 33 UUD RI Tahun 1945 amandemen ke-4. Bahwa pasal 33
tersebut perlu didukung dengan peraturan yang lebih dapat dirasakan manfaatnya oleh
masyarakat termasuk kemunculan aparat penegak hukum dan kesadaran masyarakat akan
budaya hukum. Kebutuhan-kebutuhan tersebut diatas dapat dipenuhi melalui teori hukum
progesif yang menyesuaikan fungsi hukum dan kebutuhan masyarakat akan keadilan.

Kata kunci: Dewnokrasi Ekonomi, Ekonomi Kapitalis, Hukiun Progresif
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PENDAHULUAN

Hukum Ekonomi sebagai kebijakan dalam suatu negara harus dibuat berlaku sesuai
dengan perkembangan jaman. Hal ini berarti kebijakan tersebut harus mengikuti arus
ekonomi global. Namun, di sisi lain negara harus tetap memiliki strategi nutuk mengatasi
krisis ekonomi yang akan dialami suatu negara. Penyebab-penyebab teradinya krisis di
Indonesia antara lain adalah: nilai kurs Rupiah Indonesia yang rendah terhadap Dolar
Amerika Serikat, penurunan Indeks Harga Saham Gabungan, budaya korupsi yang
melemahkan sektor ekonomi dan perbankan, dan lain secbagainya. Strategi hukum
ekonomi yang digunakan oleh Negara Indonesia diharapkan tepat sasaran. Hal ini
ditujukan agar dimasa kemudian, Bangsa Indonesia dapat lebih tangguh di dalam
mengatasi gejolak ekonomi, globalisasi terutama dengan ASEAN Free Trade yang
rencananya akan dimulai tahun 2014. Salah satu stategi yang dapat diterapkan adalah
melalfij aparat penegak hukum yang mampu melakukan perubahan. Aparat hukum harus
terus mengadakan perubahan terhadap metode-metode yang selama ini telah digunakan
nutuk menganalisis penyebab terjadinya kasus-kasus hukum.!

Setelah amandemen konstitusi, hukum ekonomi Indonesia secara makro diakui
sebagaimana dinyatakan dalam UndangBundang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) - (5) yang
pada intinya menyatakan: pertama, perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha
bersama atas dasar kekeluargaan; kedua, penguasaan ncgara terhaip cabang-cabang
produksi yang vital dan menguasai hajat hidup orang banyak; ketiga, penguasaan sumber
daya alam oleh negara dipergunakan nutuk kemakmuran rakyat; keempat, bahwa dasar
perekonomian di Indonesia adalah demokrasi ekonomi; dan klima, bahwa diperlukan
suatu aturan pelaksana yang lainnya untuk konstitusi ini.Selain itu, masih terdapat corak
hukum ekonomi Indonesia lainnya yang terdapat dalam pasal 23 ayat (1) — (3) dan pasal
34 ayat (1) — (4) hasil amandemen ke-3 dan ke-4 yang pada intinya menyatakan peranan
negara melalui aparatur-aparatur negara untuk melaksanakan kemakmuran rakyat.
Berdasarkan pada apa yang telah dikemukakan diatas maka tim penulis ingin melakukan
penulisan artikel ini dengan memberikan judul, "EKONOMI PANCASILA SEBAGAI
UPAYA MEMBANGUN PEREKONOMIAN BANGSA INDONESIA DITINJAU
DARI PANDANGAN PROGRESIF ”, dengan maksud nutuk mengemukan beberapa hal
yang sangat penting untuk mempertahankan dan memelihara keberadaan pemikiran
hukum progresif di Indonesia dengan mengadakan penelitian- penelitian untuk
mengungkap beberapa hal yang dipandang penting untuk menjadikannya sebagai hukum
tertulis.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Dasar Hukum Ekonomi Indonesia dan sejarah hukum Ekonomi
Indonesia

1.  Pengertian Dasar Hukum Ekonomi Indonesia

Hukum adalah sistem terpenting dalam pelaksanaan rangkaian kekuasaan kelembagaan.

'Satjipto Rahardjo, “Iimu Hukum”. (PT Citra Aditya Bakti Bandung,1999%) him 201.




Hukum mengatur bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik,
ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak. Hukum menyediakan
kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan
memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan di mana mereka yang akan
dipilih. Administratif hukum digunakan untuk meninjau kembali keputusan dari
pemerintah. Kebudayaan memberikan pedoman tentang hal-hal apa yang harus
dilakukan boleh dilakukan dan hal-hal apa yang dilarang. Kebudayaan turut
mencakup pula sistem, tujuan- tujuan, dan nilai-nilai dalam masyarakat.

Hukum merupakan pencerminan nilai-nilai yang terdapat di dalam
masyarakat. Oleh karena itu setelah mengetahui ketnungkinan sebab-sebab
merosotnya kesadaran hukum masyarakat usaha peningkatan dan pembinaan yang
utama, efektif dan efisien ialah dengan pendidikan. Hukum juga mencakup cakupan
yang luas termasuk hukum politik, hukum ekonomi dan lain-lain. Hukum ekonomi
lahir disebabkan oleh semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan
perekonomian. Diseluruh dunia hukum berfungsi untuk mengatur dan membatasi
kegiatan-kegiatan ekonomi dan mencegah tindakan yang merugikan orang lain,
dengan harapan pembangunan perekonomian tidak mengabaikan hak-hak dan
kepentingan masyakat.

Hukum ekonomi Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu hukum
eckonomi pembangunan dan hukum ekonomi sosial.

1) Hukum Ekonomi Pembangunan
Hukum ekonomi pembangunan adalah yang meliputi pengaturan dan
pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan
kehidupan ekonomi Indonesia secara nasional.

2.) Hukum Ekonomi Sosial
Hukum ekonomi sosial adalah yang menyangkut pengaturan pemikiran hukum
mengenai cara-cara penibagian hasil pembangunan ekonomi nasional secara
adil dan merata dalam martabat kemanusiaan (hak asasi manusia ) manusia
Indonesia.

Selain itu, Rochmat Soemiffl® memberikan definisi hukum ekonomi.
Menurutnya, hukum ekonomi ialah sebagian dari keseluruhan norma yang dibuat
oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang
saling berhadapan
Namun, ruang lingkuphukumekonomitidak dapatdiaplikasikansebagai satu
bagian dari satu cabang ilmti hukum, melainkan merupakan kajian secara
interdisiplingg) dan multidimensional,Sunaryanti hartono berpendapat dan
menyatakan bahwa hukum ekonomi Indonesia adalah keseluruhan kaidah- kaidah
dan putusan-putusan hukum secara khusus mengatur kegiatan dan kehidupan
ekonomi di Indonesia.’Atas dasar itu, hukum ekonomi menjadi tersebar dalam
berbagai peraturan perundang-undangan yang bersumber pada pancasila dan UUD
1945.

*Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong. Hukum Dalam Ekonomi. (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008), hlm. 14
*Sunaryati Hartono, Tentang Pengertian dan Luas Lingkup Hukum Ekonomi Indonesia, Hukum Ekonomi Pembangunan dan Hukum
Ekonomi Sosial, (Jakarta: BPHN,1978),hlm.20.
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2. Sejarah Hukum Ekonomi Indonesia

Sejarah Ekonomi Indonesia memperlihatkan bermacam kebijakan ekonomi
yang dibuat oleh ahli ekonomi dibantu oleh ahli hukum Indonesia. Beberapa
kebijakan memperlihatkan corak ekonomi Pancasila yang bergaya sosialis, namun
beberapa diantara kebijakan ternebut terdapat pula kebijakan yang bersifat sangat
kapitalis.

a) KEBIJAKAN EKOMONI PRA KEMERDEKAAN

Sebelum merdeka, Indonesia mengalami masa penjajahan yang terbagi dalam
beberapa periode. Belanda yang menjajah Indonesia menerapkan berbagai sistem
hukum ekonomi yan belaku sampai seakarang. Belanda menerapkan berbagai
keb§akan ekonomi sejak Era berdirinya Vereenigde Qost-Indische Compagnie
(selanjutriya disebut VOC). Belanda saat itu menganut paham Merkantilis. VOC
memiliki hak Octrooi. Ketika Hindia Belanda dikuasai oleh Inggris, Inggris
berusaha merubah pola pajak hasil bumi yang telah hampir dua abad diterapkan
oleh Belanda, dengan menerapkan Landrent (pajak tanah). *

Pada akhimya, sistem ini bukannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat
pribumi, tapi malah menambah penderitaan, terutama bagi para kuli kontrat yang
pada umumnya tidak diperlakukan layak.

b) ORDE LAMA

Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk. Hal ini

antara lain disebabkan oleh: Inflasi yang sangat tinggi akibat beredar lebih dari

satu mata uang secara tidak terkendali.

Usaha-usaha yang dilakukan nutuk mengatasi masalah ekonomi, antara

lain:

a) Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang (sanering) 20 Maret
1950.

b) Program Benteng (Kabinet Natsir) yaitu upaya menunbuhkan
wiraswastawan pribumi

¢) Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember
1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank santral dan bank
sirkulasi.

d) Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr
Iskak Cokrohadisuryo, yaitu penggalangan kerjasama antara pe- ngusaha
cina dan pengusaha pribumi.

Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia
menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia
menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah).

c¢) ORDE BARU
Pada awal orde baru, stabilisasi ekonomi dan stabilisasi politik menjadi

& Hal ini nampaknya jugamasihtaklepas dariteon-teori mazhab klasik,antara lainterlihat pada:
a. Keberadaan pemerintah Hindia Belanda sebagai tuan tanah, pihak swasta yang mengelola perkebunan swasta sebagai golongan kapitalis, dan
masyarakat pribumi sebagai buruh penggaraptanah.

b. Prinsip keuntungan absolut: Bila di suatu tempat harga barang beradadiatas ongkostenaga kerja vang dibutuhkan, makapengusaha memperoleh
labayang besardanmendorong mengaliryafaktorproduksiketempattersebtit.
c. Laissez fairelaissezpasser perekonomiandiserahkan padapihakswasta.walau jelas, pemerintah Belanda masthmemegang peran yang besar sebagai

penjajah yangsesungguhnya.
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3.

prioritas utama. Program pemerintah berorientasi pada usaha pengendalian
inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok
rakyat. Pada sistem ekonomi liberal ternyata pengusaha pribumi kalah bersaing
dengan pengusaha nonpribumi dan sistem etatisme tidak memperbaiki keadaan,
maka pemerintah memilih sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem
ekonomi demokrasi pancasila. Ini merupakan praktek dari salah satu teori
Keynes tentang campur tangan pemerintah dalam perekonomian secara terbatas.
Jadi, dalam kondisi-kondisi dan masalah-masalah tertentu, pasar tidak dibiarkan
menentukan sendiri. Misalnya dalam penentuan UMR dan perluasan
kesempatan kerja. Ini adalah awal era Keynes di Indonesia. Kebijakan-kebijakan
pemerintah mulai berkiblat pada teori-teori Keyriesian.

Citadalam Landasan Hukum Ekonomi Indoneaia

Hukum ekonomi adalah suatu hubungan sebab akibat atau pertalian peristiwa
ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan
ekonomi sohari-han dalam masyarakat. Hukum ekonomi lahir disebabkan oleh
semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian. Kebijakan yang
ditempuh nutuk merlingkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan
pembangunan infrastruktur massal nutuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta
mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi.

Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan
ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan, dalam suatu tatanan
kehidupan.’ Sistem ekonomi terdiri atas unsur-unsur manusia sebagai subjek dan
barang-barang ekonomi sebagai objek, serta seperangkat kelembagaan yang
mengatur dan menjalinnya dalam kegiatan berekonomi. Sebagai bagian dari
suprasistem kehidupan, system ekonomi berkaitan erat dengan sistem-sistem sosial
lain yang berlangsung di dalam masyarakat. Terdapat kecenderungan umum bahwa
setiap ekonomi di sebuah negara bersinergi erat dengan sistem politik di negara
bersangkutan, ideologi ekonomi berjalan seiring dengan ideologi politik.

Pasal 33 UUD 1945 pada amandemen ke-3 menyatakan pada pokoknya bahwa
@konomi Indonesia secara makro diatur menjadi 5 pilar utama. pertama,
pereckonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas dasar ke-keluargaan;
kedua penguasaan negara terhadap cabang-@3bang produksi yang vital dan
menguasai hajat hidup orang banyak; ketiga, penguasaan sumber daya alamoleh
negaradipergunakan untuk kemkmuran rakyat; keempat, bahwa dasar perekonomian di
Indonesia adalah demokrasi ekonomi; dan kelima, bahwa diperlukan suatu aturan
pelaksanaan yang lainnya untuk konstitusi ini. Pada tahap implementasi, cita-cita hukum
ekonomi Indonesia ini belum dapat tercapai. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor
antara lain:

a. Pemerintah tidak konsisten terhadap kebijakannya sendiri, karena upaya
percepatan pertumbuhanekonomidicapai dengan mengorbankan rakyat dan
tidak memenuhi prinsip-princip keadilan.

b. Investasi di sektor perkebunan (terutama perkebunan sawit), di sektor
pertambangan dan di sektor kehutanan, terbukti telah menimbulkan pemiskinan
dan mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat bagi masyarakat
setempat.

S Didick RachbiniJ ., EkonomiPolitik: Paradigma dan Teori PilihanPublik.(Jakarta.Penerbit Ghalia Indonesia, 2002) hlm. 45
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c. Kebijakan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dengan menggalakkan investasi
tidak memberikan kontribusi nyata pada peningkatan kesejah- teraan
masyarakat.

d. Pemerintah Indonesia hanya mengandalkan investasi dan pinjaman luar negeri.

B. Panorama hukum ekonomi barat dalam sistem hukum Indonesia

Dikenal dua macam sistem ekonomi yang ekstrem, sistem ekonomi kapitalis
dan sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi kapitalis mengakui kepemilikan
individual atas sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi. Terdapat
keleluasaan yang sangat longgar bagi perorangan dalam atau untuk memenuhi
kebutuhan hidup, persaingan antra badan usaha dalam mengejar keuntungan
sangatlah dihargai. Tidak terdapat kekangan atau batasan bagi orang perorangan
dalam menerima imbalan atas prestasi kerjanya. Campur tangan pemerintah atan
negara sangatlah minim. Pemerintah lebih berkedudukan sebagai "pengamat’ dan
“pelindung” perekonomian. Contoh negara yang menganut system ekonomi ini
adalan Amerika Serikat.

Sistem sosialis adalah kebalikannya. Sufiber daya ekonomi atan faktor
produksi diklaim sebagai milik negara. Menckankan pada kebersamaan
masyarakat dalam menjalankan dan memajukan perekonomian. Imbalan yang
diterimakan pada perorangan didasarkan pada kebutuhannya. Kadar campur
tangan pemerintah sangat tinggi. Pemerintah yang menentukan dan merencanakan
tiga persoalan pokok ekonomi (what, how, for whom). Contoh negara yang
menganut sistem ekonomi int adalah Uni Sovyet (sebelum negara ini
bubar) .Diantara kedua ekstrem sistem ekonomi tersebut, terdapat sistem lain yang
merupakan "campuran" antara keduanya. Sistem ekonomi campuran diterapkan
oleh negara-negara berkembang atau negara-negara Dunia Ketiga.

Pemerintah turut mengatur penyediaan bidang pendidikan/keahlian,
berdasarkan proyeksi kebutuhan. Pemerintah mengendalikannya dengan membaca
prioritas-prioritas bidang usaha, termasuk juga prioritas lokasi usaha. Pemerintah
justru mengatur ketentuan upah minimum bagi pekerja, agar memenuhi standard
kebutuhan hidup minimum yang layak. Kesimpulannya adalah, bahwa iklim
persaingan berekonomi dan kompetisi berbisnis di Indonesia bukanlah persaingan
yang bebas-lepas, melainkan persaingan yang terencana-terkendali.

Unsur-unsur  kapitalisme dan sosialisme jelas terkandung dalam
pengorganisasian ekonomi Indonesia. Untuk melihat kadar masing-masing "isme"
ini mewarnai perekonomian, seseorang bisa melihatnya dari dua pendekatan.
Pertama adalah Pendekatan Faktual-Struktural, yakni menelaah peranan
pemerintah atau negara dalam struktur perekonomian. Kedua adalam Pendekatan
Sejarah, yakni menelusuri bagaimana perekonomian bangsa diorganisasikan dari
waktu ke waktu.

Dengan pendekatan Sejarah, bangsa atau masyarakat Indonesia tidak pernah
dapat menerima pengelolaan makroekonomi yang terlalu berat ke kapitalisme
ataupun sangat bias ke sosilalisme. Sistem ekonomi campuran dengan persaingan
terkendali, agaknya merupakan sistem ekonomi yang tepat untuk mengelola
perekonomian Indonesia.

6 Jan-Erik dan Lane etal. . Ekonomi Politik Komparatif, terj. Qakarta: Raja Grafindo Persada “1994), 6-39
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C. Perkembangan dan arah tujuan Ekonomi di Indonesia pada Era Reformasi

Ada berbagai persoalan ekonomi yang harus diselesaikan pada era reformasi,

antara lain masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), pemulihan ekonomi,

kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah.
Masalah-masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan

ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk

mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara 1{gh:

a) Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5.8 milyar pada
pertemuan Paris Club ke-3,

b) EAebijakan privatisasi BUMN.

c¢) Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan
Korupsi).

d) Kebijakan mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga
BBM.

e) Kebijakan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat
miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan
pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial.”

KESIMPULAN

1. Faktor kondisi ekonomi masyarakat Indonesia yang belum sejahtera, tidak merata
pendapatannya menghalangi penerapan sistem demokrasi ekonomi yang
berlandaskan padapasal 33 ayat 1-5 UUD1945 amandemen ke-3.

2. Kebijakan pemerintah dibidang ckonomi dan scjarah perckonomian Indonesia
merupakan faktor-faktor terpenting unutuk membentuk sistem ekomomi nasional
yang berkelanjutan, memperbaiki sistem ekonomi yang ada.

3. Kebijakan Ekonomi dibidang infrastuktur saat ini, terkadang bersifat pro kapitalisme,
sehingga rakyat belum merasakan manfaat dari kebijakan - kebijakan ekonomi
tersebut.
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